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BUPATI OGAN ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 
NOMOR 10 TAHUN 2023 

'I 'ENTANG 

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN BUNGA 
ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMA'f TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak 
daetah, perlu dila:kukan irrterrsifikasi pemangutan pajak 
daerah melalui kebijakan pembebasan denda atas 
piutang Pajak Daerah; 

b. bahwa untuk mendukung perlindungan terhadap 
ekon:e>mi/usah-a pa<la bad-an/ perusah-aan- dan 
masyarakat, Pemerintah Kabupaten akan memberikan 
perpanjangan batas akhir pembayaran/jatuh tempo 
pajak daerah dengan pemberian insentif berupa 
pembebasan sanksi administratif berupa denda dan 
bunga a-tas pi-utang Pajak Dae:ra-h; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan 
Pa.sat 79 a.ya.t (.3.). Pera.tu.ran Daerah No.mer 15 Ta.hun 
2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2018, Bupati dapat memberikan keringanan dan 
pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan k~naikan paj.ak yang teru.tang menurut Peraturan 
Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan 
Sanksi Administratif Berupa Denda dan Bunga atas 
Piutang Pajak Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,L 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten ; 
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Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4347); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan 
P-eraturan Pemerintah P-engganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Repttblik h1:dot1:esia NomOT 6757)·; 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lernba-nm NegaFa Rei::>u-bli-k lE:a0R-esia Nom0F 6-3-22)-; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
N0maGt" 85. Tam.bah.an Lemba.na,i::1 Neg-aa:-a Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1852); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 
2010 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerahl 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 / 
Nomor 6); 



S A
 L

 I 
N A

 N
Menetapkan 

- 3 -

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 
Nomor 1); 

12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 19); 

13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Tata 
Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara 
Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 
2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 
20 19 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran 
Pajak Daerah secara Elektronik (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 27); 

14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang 
Su sunan Organisa-si Uraian Tu-ga s d-an FU1'tg8i Bad.an 
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI 
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN BUNGA ATAS 
PIUTANG PAJAK DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir. 

5 . Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ogan Tlir. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas 
tertentu di bidang Perpajakan Daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribus~ w~jib kepada Daerah yang _terutang oleh / ) 
orang pnbad1 atau badan yang bersifat memaksa£_, 
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berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel. 

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. 

10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan. 

11. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan 
reklame. 

12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
diperoleh dari sumber lain. 

13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak 
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
berk:aitan dengan pokok crsaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor 

15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan 
dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

16. Pajak Sarar-l'g B1:1:run-g- Wa:lct adalah pa:jak at:a-s kegi-a:1:an 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 
walet. 

1 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 
l:R¾mi dan/ ata1:1 bangt:u.:ian yang El-im-iliki, dikuasai, 
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat diken.akan Pajak. 

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­
undangan Per:p.ajakan Daerab... 

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

21. Paj.ak yang_ terutang_ adalah pajak yang_ harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ a tau bukan objek 
pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanl / 
daerah. 
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23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
ciising"kat SPPf adaiah surat yang ciigunakan untu"k 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak. 

26. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau 
pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak 
yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang 
tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak 
atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 

·2'r. Badan ada1ah -sekwnpuhm 01 ang danfatau- modal: yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 
Bae:1.-an t:T'Saha· M·Hik Ba-era-h ·(-BUMB}-, f"m.na:, k-mtgSt, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
tl:S8:E:8: -t-eta.-p~ 

28. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk 
menerima setoran penerimaan Pajak Daerah. 

BAB II 
J?EM:BEBA-SAN- -DEN-DA DAN .:BlJ.N:QA -PI.UT.ANG PAJAK 

Pasal 2 

Bupati memberikan pembebasan Sanksi Administratif berupa 
denda dan bunga atas piutang Pajak Daerah tahun berjalan 
dan tahun sebelumnya untuk seluruh Tahun Pajak. 

Pasal 3 

Pajak yang mendapatkan pembebasan Sanksi Administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 
a. pajak hotel; 
b. pajak restoran; 
c. pajak hiburan; 
d. pajak reklame; 
e. pajak penerangan jalan; 
f. pajak mineral bukan logam dan batuan; 
g. paJak parkir; 
h. pajak air tanah; 
i. pajak sarang burung walet; dan . LI 
J. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 

~~~ 
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Pasal 4 

Dengan pembebasan Sanksi Administratif berupa denda dan 
bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib Pajak 
hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang Pajak. 

Pasal 5 

Pemberian pelayanan pembebasan Sanksi Administratif dan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilakukan di Bapenda atau Bank Persepsi. 

BAB III 
TATA CARA PELUNASAN PIUTANG PAJAK 

Pasal 6 

(1) Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan pokok piutang 
Pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 

(2) Besaran piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dibayar oleh wajib Pajak merupakan 
jamlah piutang Pajak dikmangi dengan denda dan 
bunga Pajak. 

(3) Pelunasan pokok piutang Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
a. wajib Pajak datang ke tempat pelayanan 

pem-ba:yara1'l.' Pajak det'l-gan membawa doku1·nen 
SPTPD, SKPD, SSPD, dan SPPT PBB-P2; 

b. wajib Pajak menyerahkan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, kepada petugas; 

c. wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
aapa:t meh±R-asi kewaJibannya Elalal'l'r m-em-ba:yaF 
Pajak melalui kanal-kanal pembayaran yang telah 
Bapenda miliki dan/ a tau melalui pembayaran di 
Bank Persepsi; dan 

d. wajib Pajak mendapatkan bukti pelunasan Pajak. 
{4)- K.etei:itu..ar:1 m-eng-enai tat.a cara pelun.asan Pajak 

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang­
undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 7 

Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan dalam 
pelaksanaan pembebasan Sanksi Administratif berupa denda 
dan bunga piutang Pajak, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pe1aksanaan Pera.turan.Bupatiini; dan 
b. menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai 

pelaksanaan pembebasan Sanksi Administratif sesuai l 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di / 
bidang perpajakan. 
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BAB IV 
JANGKA WAKTU PEMBEBASAN DENDA 

DAN BUNGA PIUTANG PAJAK 

Pasal 8 

Jangka waktu pembebasan denda dan bunga atas piutang 
Pajak mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2023. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal l~ ryit,~ 2023 

lsEKRETARIS DAERAH).. 
f KABUPATEN OGAN ILIR' 

Ditetapk 
pada tan 

\.BUP AN ILIR 

2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR .?.~. 
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BAB IV 
JANGKA WAKTU PEMBEBASAN DENDA 

DAN BUNGA PIUTANG PAJAK 

Pasal 8 

Jangka waktu pembebasan denda dan bunga atas piutang 
Pajak mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023 sampaj 
dengan tanggal 31 Desember 2023. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati 1ru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Betita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Di'tetap"'kan di TndraTaya 
pada tanggal (; (JlU,- 2023 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto. 

PANCA WIJAYA AKBAR 

Diundangkan di Indralaya 
padatanggal t~ ~ 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

dto. 

MUHSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR .?.~. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, r 

IMTIHANA, SH, M.Si 
Pembina Tingkat I / (IV /b) 
NIP. 19750217 200801 2 001 


